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Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan
anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT,
sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham, dalam hal ini, dapat mengajukan permintaan
kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS. Namun, dapat sgja Direks menolak menyelenggarakannya,
jika Direks memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk itu, UUPT 2007 telah mengatur bahwa
pemegang saham dapat mengajukan permohonan izin kepada K etua Pengadilan Negeri untuk
menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. Akan tetapi, penyelesaian permohonan ini memakan waktu dan
biaya yang cukup banyak. Karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian
perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal ini tidaklah efisien jika dilihat dari sudut pandang
bisnis.

Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa perbandingan pengaturan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham menurut hukum perusahaan di Indonesia dengan Negara Belanda, Spanyol, Jerman,
Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, yang diharapkan dapat mengahasilkan sebuah koreks dan
masukan bagi pengaturan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu berbentuk Y uridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada pengaturan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman,
Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, dalam hal syarat bagi pemegang saham untuk dapat
menyelenggarakan RUPS, tata cara penyelenggaraan dan kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan
oleh pemegang saham. Terkait dengan Pengadilan, tidak semua negara mengatur bahwa pemegang saham
harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan sendiri
RUPS.

<hr><i>General Meeting of Shareholders GMS is an organ of alimited liability company which has al of
the authorities that are not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the
limits specified in The Company Law 2007 and the articles of association of the limited liability company.
GMS holds an important position and role in the management of alimited liability company, thus, GMSis
mandatory to be held. Shareholders, in this case, may submit an application to the Board of Directorsto
convene the GMS. However, the Board of Directors may refuse to do so, if the Board of Directors has a
valid legal reason. Therefore, the Company Law 2007 has stipulated that the shareholders may submit a
petition to the Chairman of the District Court to convene the GM S themselves. However, such settlement
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may take along time and cost alot of money. Due to the absence of regulations that specifically regulate the
settlement of the petition for convening the GMS, it isinefficient from a business point of view.
Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations of the GM S convened by
shareholders according to company law in Indonesia against other countries such as Netherlands, Spain,
Germany, People 39 s Republic of China, United Kingdom and Australia, which hopefully will give
correction and input to existing regulations in Indonesia. The research method used in thisresearch is
Juridical Normative, with descriptive research type.

The results of this study found that the GMS which convened by shareholdersis regulated differently in
each country, in terms of the requirements for shareholders to hold the GM S on their own, the procedures
and resolutions of the GM S held by shareholders. In relation to the Court, this study also found that not all
country stipulates that the shareholders must submit a petition to the Court for being able to convene the
GMS on their own.</i>



